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ABSTRACT

This research, titled “Prosedur Penangkapan sebagai Alasan Permohonan
Praperadilan Tersangka dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor
2/Pid.Pra/2022/Pn.Dpu)”, Aims to analyze whether the arrest procedure in a narcotics case
was conducted in accordance with the applicable legal provisions, and how such
procedure became the basis for a pretrial motion submitted by the suspect.

This study employs a normative legal research method., focusing on the actions of
investigators in the process of uncovering narcotics-related crimes. It thoroughly examines
Pretrial Decision Number 2/Pid. Pra/2022/Pn.Dpu as the primary subject of analysis. This
decision is considered significant as it highlights the implementation of the principle of due
process of law within Indonesia’s criminal justice system.

The principle of due process of law serves as a fundamental safeguard to ensure
the protection of individual rights throughout legal proceedings, including during the
execution of an arrest. In the context of law enforcement, this principle requires that all
arrests be conducted lawfully, with proper justification, and in accordance with established
legal procedures. However, in practice, violations still occur, such as arrests made without
sufficient preliminary evidence or without official arrest warrants. Such violations not only
infringe upon the suspect’s rights but also undermine public trust in the legal system. The
analyzed case illustrates that procedural violations in the arrest process can form a strong
legal basis for a pretrial motion. The suspect in this case challenged the legality of their
arrest, which was subsequently granted by the court on the grounds that it failed to meet
the formal and material requirements of a lawful arrest. This study proposes five strategic
measures to uphold the enforcement of the due process of law principle: (1) intensive
training for investigators on legal procedures; (2) strengthened internal oversight to
prevent abuse of authority; (3) firm sanctions for procedural violations; (4) review of the
legal framework swrrounding sting operations {(Operasi Tangkap Tangan); and (5)
utilization of technology—such as video recordings and document digitalization—to
enhance transparency and accountability in legal processes.

Keywords: Arrest Procedure, Due Process of Law, Pretrial Motion.
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ABSTRAK

Penelitian berjudul "Prosedur Penangkapan sebagai Alasan Permohonan
Praperadilan Tersangka dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor
2/Pid.Pra/2022/Pn.Dpu)" ini bertujuan untuk menganalisis apakah prosedur penangkapan
dalam perkara narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
serta bagaimana hal tersebut dijadikan dasar permohonan praperadilan oleh tersangka.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
Penelitian Normatif dengan fokus pada tindakan penyidik dalam proses pengungkapan
tindak pidana narkotika. Studi ini menelaah secara mendalam Putusan Praperadilan Nomor
2/Pid.Pra/2022/Pn.Dpu sebagai bahan kajian utama. Putusan ini dianggap penting karena
menyoroti implementasi prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana
Indonesia.

Prinsip due process of law merupakan landasan utama untuk menjamin
perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum, termasuk saat dilakukan tindakan
penangkapan. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini menuntut agar setiap proses
penangkapan dilakukan secara sah, beralasan, dan mengikuti prosedur hukum yang telah
ditetapkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, seperti penangkapan
tanpa bukti permulaan yang cukup atau tanpa surat perintah resmi. Hal ini tidak hanya
melanggar hak tersangka, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem
hukum. Kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur dalam
penangkapan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam permohonan praperadilan. Tersangka
dalam perkara ini menggugat keabsahan penangkapannya, yang kemudian dikabulkan oleh
pengadilan karena terbukti tidak memenuhi syarat formil dan materil penangkapan.
Penelitian ini mengusulkan lima langkah strategis untuk memastikan penegakan prinsip
due process of law: (1) pelatihan intensif bagi penyidik mengenai prosedur hukum; (2)
peningkatan pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang; (3)
pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur; (4) evaluasi terhadap kebijakan
Operasi Tangkap Tangan (OTT); dan (5) pemanfaatan teknologi, seperti rekaman video
dan digitalisasi dokumen, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses
hukum.

Kata Kunci: Prosedur Penangkapan, Due Process of Law, Permohonan Praperadilan.
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